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Tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau sangat merugikan
dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum
kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan
tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau, bagaimana
kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai
hasil tembakau, bagaimana hambatan-hambatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan
pita cukai hasil tembakau dan solusi dalam penangangan tindak pidana
pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke
lapangan dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah
data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan
penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah
data kualitatif.

Pengaturan hukum kewenangan PPNS KPPBC Belawan dalam
penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010. PPNS DJBC dalam proses penyidikan
berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke
Penuntut Umum. Kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS KPPBC
Belawan adalah untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan
pita cukai hasil tembakau yang bukan merupakan tindak pidana umum
yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. PPNS dalam
melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan
penyidik Kepolisian. Hambatan-hambatan PPNS KPPBC Belawan dalam
penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau adalah
disebabkan karena kurangnya tenaga PPNS KPPBC Belawan yang
terampil yang mengaharuskan PPNS minimal golongan lll/a berdasarkan
peraturan Kementerian Hukum dan HAM, Jumlah penyidik yang relatif
sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya
kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain. Solusi dalam
penangangan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau adalah
dengan tindakan preventif dan represif..

Disarankan Penyidik bidang pemalsuan pita cukai hasil tembakau dapat
menunjukkan eksistensinya maka harus diberikan kewenangan yang lebih
besar lagi. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa penyidik bidang
pemalsuan pita cukai hasil tembakau sebagai PPNS yang mempunyai
wewenang yang relatif sempit.
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